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Tentang

Syarat Usia, Pendidikan, dan Batas Waktu Menjabat Sebagai Pengelola
Keuangan Negara dalam Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

Pemohon . Boyamin dan Marselinus Edwin Hardhian

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 15/2006 terhadap
Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat
(1) dan ayat (3), dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945

Amar Putusan . 1. Menyatakan permohonan Pemohon | sepanjang berkenaan
dengan Pasal 13 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654)
tidak dapat diterima;

2. Menyatakan permohonan Pemohon Il sepanjang berkenaan
dengan Pasal 13 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654)
tidak dapat diterima;

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan : Senin, 20 Juni 2022
Ikhtisar Putusan

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak.
Pemohon | sebagai Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan aktif dalam
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta Konsultan Hukum Jasa Keuangan, sehingga
memahami praktek pengawasan keuangan. Pemohon Il adalah pengurus lembaga swadaya
masyarakat yang melakukan upaya-upaya dalam rangka penegakan hukum secara umum
melalui berbagai permohonan praperadilan atas perkara-perkara tindak pidana yang lambat
ditangani oleh penegak hukum.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamabh, oleh karena permohonan para Pemohon
adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 13 huruf f, huruf I, dan
huruf j UU 15/2006 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan
a quo.

Bahwa terkait kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon |



memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 13 huruf f
dan huruf j UU 15/2006 serta tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam pengujian Pasal 13 huruf i UU 15/2006. Adapun Pemohon II memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 13 huruf i dan
huruf j UU 15/2006 serta tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam pengujian Pasal 13 huruf f UU 15/2006.

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat
urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 54 UU MK

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat
urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 54 UU MK

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon,
Mahkamah terlebih dahulu memeriksa apakah pokok permohonan para Pemohon dapat
diajukan pengujian ke Mahkamah berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021,
karena sebelumnya Mahkamah sudah pernah memutus pengujian Pasal 13 huruf j UU 15/2006
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XI1/2014, bertanggal 4 November 2015
dengan amar menolak permohonan para Pemohon. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 106/PUU-XI1/2014 tersebut, para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 13 huruf
j UU 15/2006 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD
1945. Adapun dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 13
huruf j UU 15/2006 terhadap Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Sehingga meskipun terdapat
kesamaan norma pasal yang diajukan antara Perkara Nomor 106/PUU-XI1/2014 dengan
permohonan para Pemohon a quo, nhamun batu uji yang diajukan dalam permohonan a quo
berbeda, sehingga menurut Mahkamah pengujian norma Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dalam
permohonan para Pemohon a quo dapat diajukan kembali ke Mahkamabh.

Bahwa terkait persoalan norma Pasal 13 huruf f UU 15/2006, Mahkamah berpendapat,
syarat pendidikan merupakan salah satu syarat penting yang diperlukan untuk dapat mengukur
kompetensi seseorang guna menduduki suatu jabatan tertentu. Sementara itu, penetapan
tingkat dan kualifikasi pendidikan formal dimaksudkan pula agar dalam pelaksanaan tugas pada
jabatan tertentu dapat dilakukan secara profesional, khususnya dalam upaya penerapan
kerangka teori, analisis, maupun metodologi pelaksanaan tugas. Penentuan tingkat dan
kualifikasi pendidikan formal dalam suatu jabatan sejatinya telah melewati suatu proses kajian
yang mendalam sehingga diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Adanya
persyaratan pendidikan paling rendah S1 atau yang setara bagi calon Anggota BPK
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf f UU 15/2006 merupakan salah satu upaya
agar anggota BPK dapat melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara sebagaimana dimanahkan dalam Pasal 23E UUD 1945 secara profesional.
Dengan demikian dalil Pemohon | terkait Pasal 13 huruf f UU 15/2006 bertentangan dengan
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi” adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait persoalan norma Pasal 13 huruf i UU 15/2006, Mahkamah berpendapat,
penentuan usia sebagai syarat untuk menjadi anggota BPK sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 13 huruf i UU 15/2006 pada dasarnya ditujukan untuk menjamin agar anggota
BPK memiliki kematangan emosional atau psikologis, intelektual, dan tanggung jawab selain
kemampuan di bidang akademik. Selain itu, anggota BPK diharapkan memiliki pengalaman
terlebih dahulu di berbagai bidang yang terkait dengan tugas jabatannya, antara lain, bidang
ekonomi, hukum, dan administrasi negara sebelum memangku jabatan sebagai anggota BPK,
sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dalam jabatannya tersebut secara
profesional. Terlebih lagi hal ini mengingat tugas dan wewenang BPK sangatlah berat dan luas
sebagaimana ketentuan mengenai tugas dan wewenang BPK tersebut diatur dalam Bab Ill UU
15/2006. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, berkaitan dengan persoalan



penetapan batas usia, Mahkamah telah berkali-kali berpendirian bahwa hal tersebut merupakan
kebijakan hukum pembentuk undang-undang (open legal policy). Sehingga dengan
mendasarkan pada pertimbangan tersebut, adalah relevan jika pembatasan usia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf i UU 15/2006 dijadikan sebagai salah satu syarat dalam
pemilihan anggota BPK. Dengan demikian dalil Pemohon Il terkait Pasal 13 huruf i UU 15/2006
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dewasa berdasarkan ilmu
pengetahuan dan tekhnologi” adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait persoalan norma Pasal 13 huruf j UU 15/2006, Mahkamah berpendapat,
ketentuan Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dibentuk dengan tujuan untuk menghindarkan terjadinya
potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang yang pernah dimiliki sebelumnya
yang dapat dilakukan oleh anggota BPK terpilih bilamana yang bersangkutan berasal dari
pejabat pengelola keuangan negara. Hal tersebut dapat menimbulkan kemungkinan
terganggunya independensi, integritas, dan profesionalitas sebagai anggota BPK dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itulah perlu ada persyaratan, calon
anggota BPK disyaratkan paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai
pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Hal ini termasuk bertujuan untuk memutus
mata rantai terjadinya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terkait yaitu antara yang
memeriksa dengan yang diperiksa dan menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Sebab, keadaan demikian dimungkinkan terjadi yakni apabila anggota BPK terpilih
menggunakan kewenangannya untuk menilai hasil pekerjaannya pada masa lalu sebelum yang
bersangkutan menjadi anggota BPK. Oleh karenanya pembatasan waktu kapan seorang
pejabat pengelola keuangan negara dapat mengikuti pemilihan anggota BPK menjadi sangat
penting.

Adanya ketentuan mengenai jangka waktu "paling singkat 2 (dua) tahun” dalam Pasal 13
huruf j UU 15/2006 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 106/PUU-XI1/2014. Sehingga anggota BPK terpilih hanya dapat melakukan
pemeriksaan keuangan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan 1 (satu) tahun
sebelumnya. Sehingga menghindarkan anggota BPK untuk memeriksa sendiri hasil
pekerjaannya sebagai pejabat pengelola keuangan sebelum yang bersangkutan terpilih menjadi
anggota BPK.

Selanjutnya, terkait dengan petitum para Pemohon yang meminta agar Pasal 13 huruf j
UU 15/2006 dimaknai “tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi
selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara”, pada dasarnya telah
terakomodir dalam ketentuan Pasal 13 huruf g UU 15/2006 yang tidak hanya melekat kepada
calon anggota BPK yang berasal dari pejabat pengelola keuangan negara saja melainkan juga
kepada calon anggota BPK yang bukan berasal dari pejabat pengelola keuangan negara.
Dengan kata lain, syarat ini melekat pada seluruh calon peserta yang hendak mengikuti
pemilihan anggota BPK tanpa terkecuali.

Sementara itu, terhadap dalil para Pemohon mengenai adanya 2 (dua) nama yang
seharusnya tidak diloloskan oleh DPR RI untuk dimajukan sebagai calon anggota BPK untuk
mengikuti tahap fit and proper test dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan
Pasal 13 huruf j UU 15/2006. Hal tersebut bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas
norma melainkan merupakan implementasi norma yang bukan merupakan ranah kewenangan
Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian dalil para Pemohon terkait dengan Pasal 13
huruf j UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “tidak pernah
melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai
Pejabat Pengelola Keuangan Negara” adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, berkenaan
dengan Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 15/2006 telah ternyata tidak menimbulkan
ketidakpastian hukum dan tidak menghalangi warga negara untuk memperoleh kesempatan
yang sama dalam pemerintahan sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dan oleh karenanya dalil-dalil Pemohon | dan
Pemohon II tidak beralasan menurut hukum. Adapun terkait dengan hal-hal lain karena tidak



relevan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.
Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon | sepanjang berkenaan dengan Pasal 13 huruf i
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) tidak dapat diterima;

2. Menyatakan permohonan Pemohon Il sepanjang berkenaan dengan Pasal 13 huruf f
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) tidak dapat diterima;

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



